Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Sub
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sueb Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Rempe Loka, 31 Desember 1986,
agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Jin. Kebayan, Rt 003 Rw
013, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;
melawan

Diana Masri Binti Masri, tempat dan tanggal lahir Utan, 12 Desember 1992,
agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun Makmur, Rt 011 Rw
006, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu,
Kabupaten Sumbawa, Saat Ini Tidak Diketahui
Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Baik Didalam Maupun
Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai

Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 September
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor
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656/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, Pemohon melangsungkan pernikahan
dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Semamung, Kecamatan
Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan
Termohon berstatus Janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
Saudara kandung dari Termohon bernama Heruddin bin Masri. Karena ayah
kandung dari Termohon telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama : A. Gani dan Hasan Embung dengan mas kawin
berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah
orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Segunter, RT 001 RW 001, Desa
Rempe Loka, Kecamatan Sateluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selama
kurang lebih 8 bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Bibi dari Pemohon yang terletak di Dusun Segunter, RT 001 RW 001, Desa
Rempe Loka, Kecamatan Sateluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selama
kurang lebih 5 bulan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama :

a) Sulas Triana, umur 5 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,
karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Pemohon sangat
membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya
Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih
dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon untuk alasan hukum dalam pengurusan
perceraian antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa pada awal bulan April tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
a) Termohoon tidak mau malayani Pemohon sebagai suaminya seperti
menyiapkan makanan dan minum dan jika dinasehati Temohon selalu
marah-marah.

b) Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang kepada orang lain
tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

9. Bahwa sejak akhir bulan Agustus tahun 2015, berturut-turut hingga sekarang,
Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu pula Termohon tidak
pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia.

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2015, yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

12. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang
dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Desa Semamung,
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
656/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim
dan mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Januari 2021,
Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan
yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian
dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam
dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut,
dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan
yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian
dalam ayat 128 sebagai berikut:

ol sl 85500 5l a5 xay ol o Y] @dlsmi o S (58 u>Y
Lol asioisws  all ol slinl Al Jsis gos ovldl on

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah,
atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara
manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan
Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka
untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pecabutan perkara Nomor
656/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Pemohon;

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.329.000.00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami
Khairil, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Akhmad Masruri
Yasin, S.H.l.,, M.S.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari
Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil
Awwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. Muhlis, S.H. Khairil, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.1.

Panitera Pengganti,
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Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Panggilan Rp230.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 9.000,00

Jumlah Rp.329.000.00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
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